Kepada Yth: Direksi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

SURAT EDARAN
Nomor: 49/BAPPEBTI/SE/03/2022
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA DAN SEWAKTU-WAKTU
ATAS PELAKSANAAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

1. Latar Belakang
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha,
meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi
Pelanggan Aset Kripto, serta mewujudkan kegiatan perdagangan Aset
Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, perlu adanya
suatu pedoman yang seragam bagi calon Pedagang Fisik Aset Kripto dalam
menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan berkala dan
sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan pasar fisik Aset Kripto
sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Peraturan
Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
sebagai salah satu bentuk pengawasan Bappebti terhadap calon Pedagang

Fisik Aset Kripto.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan atas
implementasi ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Peraturan Bappebti
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Tujuan dari
Surat Edaran ini agar kewajiban penyampaian laporan berkala dan
sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan pasar fisik Aset Kripto
dapat dilaksanakan dengan baik oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto,
serta tercapainya pengawasan yang efektif dan efisien terhadap seluruh

calon Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penjelasan mengenai
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kewajiban jenis laporan yang wajib disampaikan, format termasuk
substansi yang disampaikan serta tata cara penyampaian laporan yang
dilakukan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti sebagai
tindak lanjut atas ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Peraturan Bappebti
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan

Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di

Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

a. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau
membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada
Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca

(read only);

b. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mencantumkan referensi nilai

kapitalisasi perdagangan Aset Kripto yang dipergunakan;
c. Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi:

1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan

transaksi secara harian dan bulanan kepada Kepala Bappebti.

2) Laporan transaksi harian wajib disampaikan dengan format
AK.1.LTH dan AK.2.LTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Surat Edaran ini.

3) Laporan transaksi harian dengan format AK.1.LTH wajib
disampaikan setiap hari kepada Kepala Bappebti paling lambat
pukul 14:00 WIB, yang didalamnya menyajikan data transaksi
harian yang terjadi selama 24 (dua puluh empat jam) mulai pukul

00:00 WIB dengan pukul 23:59 WIB hari sebelumnya.

4) Laporan transaksi harian dengan format AK.2.LTH wajib

disampaikan setiap hari kepada Kepala Bappebti paling lambat
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pukul 14:00 WIB, yang didalamnya menyajikan akumulasi data
transaksi hari per hari per jenis Aset Kripto yang terjadi selama 24
(dua puluh empat jam) mulai pukul 00:00 WIB dengan pukul 23:59
WIB hari sebelumnya, yang merupakan akumulasi dari pelaporan
hari sebelumnya.

5) Laporan transaksi harian dengan format AK.1.LTH sebagaimana
dimaksud pada angka 3, disampaikan melalui surat elektronik
(email) dengan alamat email yaitu

wastran.asetkripto@kemendag.go.id.

6) Laporan transaksi harian dengan format AK.2.LTH

sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan
melalui surat elektronik (email) dengan alamat
email yaitu wastran.asetkripto@kemendag.go.id dan

datinfo.ronabangsar@kemendag.go.id.

7) Laporan transaksi bulanan wajib disampaikan dengan format
AK.1.LTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran
ini.

8) Laporan transaksi bulanan wajib disampaikan kepada Kepala
Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah periode pelaporan
berakhir.

9) Dalam hal hari penyerahan laporan transaksi jatuh pada hari libur,

maka laporan transaksi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
d. Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan:

1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan

keuangan harian, bulanan dan tahunan kepada Kepala Bappebti.

2) Laporan keuangan harian wajib disampaikan setiap hari kepada
Kepala Bappebti paling lambat pukul 14:00 WIB pada hari kerja
berikutnya. Laporan keuangan harian yakni laporan mutasi
pengelolaan dana yang wajib disampaikan dengan format AK.1.LKH

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

3) Laporan keuangan bulanan wajib disampaikan kepada Kepala
Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah periode pelaporan
berakhir. Laporan keuangan bulanan wajib disampaikan dengan
format AK.1.LKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Edaran ini. Laporan keuangan bulanan terdiri dari:

a) Laporan Posisi Keuangan;

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
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c) Laporan Perubahan Ekuitas;

d) Laporan Arus Kas;

e) Lampiran; dan

f) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang
telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan dan
menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang masih
aktif dan disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan. Laporan

keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari:

a) Laporan Posisi Keuangan;

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
c) Laporan Perubahan Ekuitas;

d) Laporan Arus Kas; dan

e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5) Dalam hal hari penyampaian laporan keuangan jatuh pada hari
libur, maka laporan keuangan disampaikan pada hari kerja

berikutnya.

6) Penyampaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan
disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik melalui

sistem e-reporting/ SSH File Transfer Protocol (SFTP).

7) Dalam hal dibutuhkan laporan keuangan tahunan wajib

disampaikan kepada Kepala Bappebti dalam bentuk tertulis (hard
copy).

e. Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan

1) Penyampaian Laporan Kegiatan Triwulan

Laporan kegiatan triwulan berupa penyampaian data yang
berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada calon Pedagang
Fisik Aset Kripto yang wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti
paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan
berakhir. Penyampaian laporan kegiatan triwulan disampaikan
dalam file excel (format .xls) dengan format AK.1.LGTW disertai
Surat Pengantar Laporan Kegiatan Triwulan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

2) Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan Perusahaan
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a) Laporan kegiatan tahunan perusahaan disampaikan kepada

Kepala Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

periode pelaporan berakhir.

b) Penyampaian laporan kegiatan tahunan disampaikan dengan

format AK.1.LGTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Surat Edaran ini.

c) Laporan kegiatan tahunan perusahaan terdiri dari:

1.

S

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Seluruh jenis Aset Kripto yang diperdagangkan oleh calon
Pedagang Fisik Aset Kripto;

Penerapan Program APU-PPT;

Rekapitulasi hasil penilaian terhadap risiko Pelanggan
dalam penerapan program APU-PPT;

Salinan tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset
Kripto yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti;
Perkembangan kegiatan usaha Aset Kripto;

Modal Disetor Perusahaan;

Saldo Modal Akhir/Ekuitas Perusahaan;

Struktur Organisasi Perusahaan;

Standard Operational Procedure (SOP) atau bisnis proses

yang dimiliki oleh Perusahaan;

. Peraturan perdagangan (trading rules) dan perjanjian

dengan Pelanggan Aset Kripto;

Daftar Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham
Perusahaan;

Sistem dan Sarana Online yang dipergunakan;

Dokumen Keterangan Perusahaan (company profile); Daftar
rekening bank dan saldo dana per tanggal 31 Desember
yang dipergunakan untuk menyimpan dana Pelanggan Aset
Kripto;

Daftar Wallet dan saldo Aset Kripto per tanggal 31
Desember milik calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang
dipergunakan untuk menyimpan Aset Kripto milik
Pelanggan Aset Kripto;

Rencana kegiatan untuk tahun selanjutnya; dan

Permasalahan dan tindak lanjut.

d) Penyampaian laporan kegiatan triwulan dan tahunan

disampaikan kepada Kepala Bappebti cq. Kepala Biro

Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik secara elektronik (email)
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dengan alamat email yaitu waskep.asetkripto@kemendag.go.id.

6. Penutup
(1) Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Kepala
Bappebti Nomor 285/BAPPEBTI/SE/08/2021 Tentang Penyampaian
Laporan Berkala dan Sewaktu-Waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan
Aset Kripto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai

masa pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :18 Marex 2022

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
BERJANGKA KOMODITI,

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan,

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan,;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
4. Para Pejabat Eselon II Bappebiti.
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